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SARPATIH SAPUTRI (B111 11 043),  Tinjauan Hukum Tentang 
Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut 
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pengadilan 
Negeri Sungguminasa) di bawah bimbingan A. Suryaman Mustari Pide 
selaku pembimbing I dan Andi Tenri  Famauri selaku pembimbing II  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perma 
No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan untuk 
mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan memilih instansi 
terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan 
wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan 
pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data 
sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan 
dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif 
yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam 
skripsi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Perma No.1/2008 di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah diterapkan dengan baik 
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Negeri belum efektif dalam rangka mewujudkan 
penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa yang berkaitan dengan 
tanah. Apabila ditinjau dari  tujuan diterbitkannya Perma No.1/2008 yaitu 
untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Hal ini disebabkan 
karena masih banyak perkara sengketa tanah yang gagal dimediasi. (2) 
Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala keberhasilan mediasi, yaitu faktor 
dari para pihak. Mediator hanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada 
mediator di luar hakim serta belum ada hakim mediator yang bersertifikat. 
Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi  merupakan hal baru 
serta kendala para hakim mediator dalam mencari titik temu dalam sengketa 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama 
lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali terjadi konflik 
antara manusia yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. 
Konflik tersebut dapat menimbulkan reaksi negatif, yaitu reaksi  yang 
mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan 
terjadinya sengketa. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang 
peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. 
Konflik merupakan situasi yang mana dua pihak atau lebih dihadapkan 
pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa 
apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas 
atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi 
sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan 
rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak 
yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.1 
Penyelesaian sengketa hukum dalam lapangan hukum perdata yang 
terjadi di masyarakat dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. 
Dalam penyelesaian perkara (sengketa) melalui litigasi atau melalui lembaga 
pengadilan, maka harus diawali terlebih dahulu dengan diajukannya gugatan 
                                                          
1 Siti Megadianty Adam CS, “Sengketa dan Penyelesaiannya”, (Jakarta: Indonesian Center for 
Environment Law, 1997), hlm.1. 
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(tuntutan hak) oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat ke pengadilan. 
Penyelesaian perkata perdata melalui lembaga pengadilan tersebut, haruslah 
dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara yang sudah ditentukan. Dalam 
proses litigasi ini, belum mampu menyelesaikan kepentingan bersama, 
cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, 
membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan biasanya menimbulkan 
permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya dengan jalur non 
litigasi, menghasilkan kesepakatan yang  bersifat win-win solution yaitu suatu 
penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.2 
Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, 
Mahmakah Agung Republik Indonesia (MA RI) senantiasa mendorong 
berbagai upaya penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, biaya ringan 
serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk 
menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 
Salah satu upaya MA RI untuk proses penyelesaian sengketa yang relatif 
cepat, biaya ringan serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang 
bersengketa untuk memperoleh keadilan serta penyelesaian yang 
memuaskan mereka adalah mengenai prosedur mediasi di pengadilan diatur 
dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 
(Perma No.1/2008), yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. 
                                                          
2 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 
Cet. 3,  2010) 
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Pengertian mediasi menurut Perma No.1/2008 adalah cara penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 
pihak dengan dibantu mediator. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai salah satu pengadilan tingkat 
pertama sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah 
menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Sengketa 
perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa secara garis besar diantaranya 
mencakup tentang pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan 
melawan hukum, perjanjian, waris dan tanah. 
Khusus berkenaan dengan sengketa di bidang pertanahan, penyelesaian 
sengketa melalui jalur di luar pengadilan sangat relevan. Hal itu disebabkan 
karena dua hal. Pertama, pada saat kepercayaan masyarakat kepada 
lembaga peradilan sedemikian merosot, maka penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan melalui cara-cara perundingan, mediasi, arbitrase dan 
sebagainya, merupakan jalan keluar yang sangat bermanfaat. Kedua, 
sengketa di bidang pertanahan merupakan jenis sengketa yang menempati 
urutan paling atas dari tingkat pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. 
Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa dari segi kuantitas kasus tanah, 
khususnya kasus sengketa tanah yang terjadi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa memang banyak terjadi dalam berbagai varian, di samping itu 
ada kecenderungan dari masyarakat menaruh harapan agar sengketa dapat 
diselesaikan dengan “win-win solution” yang terkadang memerlukan uluran 
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tangan pihak ketiga netral untuk membantu mengekplorasi berbagai alternatif 
pemecahan sengketa.3 
Agar dapat memberikan pelayanan mediasi yang sebaik-baiknya, tentu 
saja seorang mediator memerlukan keahlian dan keterampilan yang 
memadai. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui 
pelatihan-pelatihan khusus yang dirancang untuk itu. Hal inilah yang 
mendorong MA untuk secara terus menerus meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan mediator.4 
Mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 
Mediator sebagaimna ketentuan ini, berkewajiban untuk melaksanakan tugas 
dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak yang 
bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang 
disengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana 
dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah 
pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling 
menguntungkan. 5 
                                                          
     3 Maria S.W. Sumardjono CS, Mediasi Sengketa Tanah Potensi  Penerapan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (ADR)   di Bidang Pertanahan, (Jakarta:PT. Kompas Media Nusantara, Cet. 2, tahun 
2008). 
     4 I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta:PT.Fikahati Aneska, Cet. 2, 2009), 
hal. 128. 
     5 Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, Cet. 1, 
2010), hal. 38. 
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Mengingat mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian 
sengketa, mediator harus memiliki kemampuan menganalisis dan keahlian 
menciptakan pendekatan pribadi. Dalam praktik, sebagai bagian dari proses 
mediasi, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak. Di 
sini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa 
terlebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk 
menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri dan 
melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut 
mungkin dari segi kekeluargaan, pendidikan, profesi dan apa saja yang 
dirasa dapat memperdekat jarak dengan para pihak.6 
Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya 
mampu mencapai kesepakatan dan proses mediasi tersebut berhasil diantara 
mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Dengan demikian, 
kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak lengkap dengan 
klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai 
disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan 
kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Bahkan dalam mediasi yang 
gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang 
sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi  persoalan dan 
mempersempit perselisihan. 7 
                                                          
     6Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,  
Cet. 1, 2006), hal. 120. 
7 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, (Bandung:PT. Grafitri, Cet. 4, 2005), hal. 63. 
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Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian 
sengketa perdata, khususnya sengketa tanah maka para hakim di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah seharusnya selalu mengupayakan 
dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur 
damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya sesuai 
dengan kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan 
penerapannya, karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk 
dijalankan. Demikian juga dengan Perma No.1/2008 yang mengatur tentang 
prosedur mediasi di pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi Perma No.1/2008 dalam menyelesaikan 
perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa? 
2. Adakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian 









C. Tujuan  dan Manfaat Penulisan 
1. Untuk mengetahui implementasi Perma No.1/2008 dalam 
menyelesaikan perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 
penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya akan teori-teori di bidang 
ilmu hukum, dan bermanfaat bagi perkembangan proses mediasi 
perkara perdata di pengadilan. 
2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan 
saran atau langkah yang lebih baik dalam proses perkara perdata 
melalui mediasi, bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang 
berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan  
sebagai bahan masukan bagi pembuat dan untuk penyempurnaan 












A. Penyelesaian Sengketa 
Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan sengketa. 
Pengelolaan sengketa yang dimaksud adalah bagaimana cara pihak-pihak 
yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang 
dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang 
bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, 
tergantung situasi dan kondisi yang ada padanya.  
Pengelolaan sengketa sangat penting diketahui oleh para pihak untuk 
mengetahui sejauh mana cara penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai 
dengan sengketa yang ada, dan hasil apa yang diharapkan melalui metode 
penyelesaian sengketa yang dipilih.  
Litigasi (pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling lama 
dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang 
bersifat publik maupun yang bersifat privat. Seiring dengan berjalannya waktu 
dan perkembangan zaman, yang mana kebutuhan masyarakat akan keadilan 
dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui 
litigasi lambatlaun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa 
melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. 
Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu 
penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian 
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sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan 
Alternative Dispute Resolution (ADR).8 
Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri atas berbagai macam ragam 
suku dan budaya, memiliki cara berbeda-beda dalam menyelesaikan 
sengketa yang terjadi di antara mereka. Ada suku yang memiliki tradisi untuk 
menyelesaikan suatu sengketa dengan prinsip nyawa dibayar dengan nyawa. 
Namun, ada juga suku yang berprinsip bahwa suatu sengketa harus 
diselesaikan dengan musyawarah yang dikepalai oleh orang yang dituakan. 
Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan 
sengketa yang terjadi dengan cara bermusyawarah dan menjadikan para 
tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang 
terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada 
masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan  mulai dipengaruhi oleh budaya 
barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh 
melalui pengadilan. 
Pada budaya barat, penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih 
memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa sehingga para 
pihak mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan. 
Pandangan dalam budaya barat tersebut tidak dapat disalahkan, karena 
budaya masyarakat barat yang indivualistis menyebabkan hal tersebut dapat 
                                                          
8 Nurnaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan  
(Jakarta:PT. Rajagrafindo  Persada, Cet. 2, 2012), hal. 19. 
10 
 
dijalankan.9 Tentunya hal ini berbeda dengan budaya bangsa kita yang 
bersifat komunal, dalam arti masyarakat yang hidup secara bersama dan 
saling bergotong royong dalam menjalankan sesuatu pekerjaan dan 
menggunakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakat akan hukum, ada 
kecenderungan untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan 
sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain memiliki pengaruh 
positif juga menimbulkan dampak negatif, yakni perkara yang harus ditangani 
oleh pengadilan menumpuk sehingga penyelesaian atas suatu sengketa 
menjadi lama.  
Selain faktor jangka waktu yang lama dalam berproses di pengadilan, 
faktor biaya juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu sengketa. 
Oleh karena itu, saat ini mulai diperkenalkan alternatif lain untuk 
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.10 
Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan hanya 
dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang 
keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, 
yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia 
yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila 
terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya 
dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi 
                                                          
      9 I Made Widnyana, Op.Cit., hal. 25. 
    10 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, 
Konsiliasi dan Arbitrase), (Jakarta:Visi Media, Cet.1, 2011), hal. 8. 
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masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut. 
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian 
sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan 
penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa 
yang dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa 
tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut:11 
1. penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai 
penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk 
menyelesaikan sengketa dengan peraturan pengadilan, sedangkan 
penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi dilakukan dengan berdasar 
pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa; 
2. penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam 
arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga 
yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui 
nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab begantung 
pada kehendak dan itikad baik dari para pihak; 
3. penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan 
dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang 
harus dikeluarkan tentunya besar; 
                                                          
 11 Ibid., hal. 9. 
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4. penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti 
persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan 
dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu 
sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa 
melalui nonlitigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau 
persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara 
penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak; 
5. penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka 
mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya 
persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara 
asusila. Sedangkan, sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui 
non litigasi berarti hanya pihak-pihak yang bersengketa yang dapat 
menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum sehingga 
segala hal yang diungkapkan pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui 
oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak 
yang bersengketa. 
Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian 
sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan 
sepenuhnya  kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian 
sengketa yang akan ditempuh, yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas 
sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian 
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yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan.12 
Berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), dapat 
diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk 
menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat 
memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian. 
Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian 
sengketa sebagai berikut:13 
1. asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan 
penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi; 
2. asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam 
bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa; 
3. asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah 
disepakati; 
4. asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas 
menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam 
perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang 
dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan 
jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih; 
                                                          
     12 Ibid., hal. 11. 
     13 Ibid., hal. 12. 
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5. asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat 
disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang 
dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa. 
Penyelesaian sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui: 
1. Litigasi  
Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak 
yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan 
hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi 
adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang 
lain kalah. 
Litigasi merupakan proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan 
untuk menggantikan konflik sesungguhnya, yang mana para pihak 
memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang 
bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal  bagi para 
lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan 
untuk memutuskan (to impose) solusi di antara para pihak yang 
bersengketa.14  
Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa para 
pihak pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan. Setiap maksud 
yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh 
                                                          
14 Suyud Margono, ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor, Ghalia  
Indonesia, 2000), hal. 24. 
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persoalan materi maupun prosedur untuk persamaan kepentingan dan 
mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta. 
Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau 
melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan 
alternatif penyelesaian. Proses litigasi mensyaratkan banyak pembatasan 
sengketa dan persoalan sehingga Hakim atau pengambil keputusan lainnya 
dapat lebih siap membuat  keputusan.15 Namun, penyelesaian sengketa 
melalui litigasi masih tetap  ada  dan diperlukan hingga  sekarang karena hal-
hal khusus yang hanya dimiliki lembaga pengadilan, yaitu kewenangan untuk 
melakukan tindakan-tindakan sementara. 
2. Non Litigasi 
Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, 
tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka 
mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan 





                                                          
15 Ibid., hal. 25., dikutip dari Garry Goodpaster, Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-
dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal. 6. 
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Non litigasi pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena 
lebih bersifat privat. Secara umum penyelesaian sengketa (perdata) yang 
dilakukan melalui cara non litigasi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:16 
1. Arbitrase  
Penyelesaian sengketa yang sudah agak lama berkembang adalah 
arbitrase. Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, 
menundukkan diri menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari 
perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. 
Proses penyelesaian dilakukan dalam wadah arbitral tribunal (majelis 
arbitrase). 
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya 
disebut UU APS), arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin 
terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat 
diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga 
serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan 
yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. 
Arbitrase sangat berbeda dengan mediasi atau konsiliasi. Perbedaan 
pokoknya terletak pada fungsi dan kewenangannya, yakni:17 (1) Arbiter 
                                                          
16 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hal. 20. 
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diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, 
(2) untuk itu arbiter (arbitral tribunal) berwenang mengambil putusan yang 
lazim disebut award, (3) sifat putusan langsung final and binding (final dan 
mengikat) kepada para pihak. 
Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan 
bersama dari para pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi 
penting bagi arbiter, karena keberadaannya berkait erat dengan peran 
arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan 
dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai 
pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 
Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, 
mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, 
tetapi juga memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus 
memberikan keputusan akhir. 
Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter 
mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil arbiter 
bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, 
tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam 
proses arbitrase. Dalam proses ini para pihak tetap didorong oleh arbiter 
mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa, dan 
diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. 
                                                                                                                                                                     
17 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 155. 
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Peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai amat penting, ketika 
para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat guna 
menyelesaikan sengketa mereka. Di sinilah arbiter dituntut memiliki 
keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan 
sengketa para pihak.18  
2. Negosiasi  
Negosiasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para 
pihak berdasarkan kesepakatan para pihak atau tanpa kesepakatan para 
pihak. Apabila negosiasi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan 
para pihak, sebelum negosiasi dilakukan, salah satu pihak terlebih dahulu 
mengundang pihak lainnya untuk bertatap muka, berhubungan, ataupun 
berkomunikasi dengan cara lain. Dalam hal ini negosiasi dapat 
disimpulkan bahwa negosiasi yang berdasarkan kesepakatan adalah 
negosiasi yang dilandaskan pada iktikad baik dari masing-masing pihak.19 
Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing 
pihak untuk mecapai kesepakatan. Jenis negosiasi dapat dibagi menjadi 
dua sebagaimana dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo20, yakni 
negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif. 
Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pelaku negosiasi hendak 
mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama. Negosiasi 
                                                          
     18 Syahrizal Abbas, MEDIASI Dalam Hukum Syariah,  Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: 
Kencana, Cet. 2, 2011), hal. 15-16. 
     19 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit., hal. 14. 
     20 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Negosiasi Kontrak, (Jakarta: Grasindo, 1999), hal. 10. 
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mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai 
perdamaian. 
3. Mediasi  
Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya 
untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh 
pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara 
umum. Di Indonesia, terdapat beberapa sengketa yang dapat 
diselesaikan dengan mediasi, yakni sengketa di bidang perbankan, 
konsumen, tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan. 
Terjadinya sengketa di antara para pihak, memberikan pilihan kepada 
masing-masing pihak untuk memilih cara yang akan digunakan untuk 
memcahkan masalah tersebut. Masing-masing pihak dapat memilih 
melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pada umumnya, penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan ditempuh berdasarkan inisiatif dari salah 
satu pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya 
dapat ditempuh oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak, 
dengan kata lain ada iktikad baik dari masing-masing pihak.21 
Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak 
muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator 
berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam 
membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak 
memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan 
                                                          
     21 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit., hal. 26. 
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menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan 
kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya 
menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.22 
4. Konsiliasi  
Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara 
melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para 
pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak 
ketiga tersebut. 
Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan 
dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau 
badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak 
tercapai. Dan dapat disimpulkan bahwa konsiliasi pada praktiknya hampir 
sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak 
ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pada mediasi, pihak ketiga 
yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa 
para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada 
konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki 




                                                          
     22 Syahrizal Abbas, Op.Cit., hal. 6. 




B. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi 
1. Pengertian dan Sejarah Mediasi 
Mediasi adalah satu diantara sekian banyak Alternatif Penyelesaian 
Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “Alternative Dispute Resolution” 
(ADR) yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat 
sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non 
litigasi) yang merupakan salah satu bentuk dari APS atau ADR akan tetapi 
dapat juga berwujud mediasi peradilan (Court Mediation). Mediasi ini lahir 
dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di 
pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas 
ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada 
persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang 
kompleks. Padahal di negara Indonesia telah lama dipraktekkan tentang 
penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istiah khusus dalam pengadilan 
disebut dengan mediasi. 
Pada dasarnya, mediasi sesuai yang di atur dalam Buku ke-3 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah merupakan salah satu 
bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian ini 
pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUHPerdata, yang 
selengkapnya sebagai berikut:24 
                                                          
24 Edi As’Adi, HUKUM ACARA PERDATA dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, Cet. 1, 2012), hal. 3. 
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“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan 
menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak 
mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun 
mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai 
kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.” 
Keberadaan “mediasi” sebagai salah satu bentuk mekanisme 
penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution/ADR) bukan 
suatu hal yang asing karena cara penyelesaian konflik itu merupakan bagian 
dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam 
masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan 
masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang 
intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada 
yang dikalahkan kepentingannya. Namun, keseimbangan dan keharmonisan 
itu mengalami erosi (pengikisan) ketika proses modernisasi berlangsung.25 
Mediasi pada dasarnya memiliki karakteristik umum, yaitu: 26 
1. dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut: (a) adanya 
proses atau metode, (b) terdapat para pihak yang berlawanan dan 
atau perwakilannya, (c) dengan dibantu pihak ke tiga, yaitu disebut 
mediator, (d) berusaha, melalui diskusi dan perundingan, untuk 
mendapat keputusan yang dapat disetujui para pihak; 
                                                          
     25 Idem,. 
    26 Laurence Boulle, Mediation:Principle, process, pratice, (Sydney:Butterworths, 1996), hal. 53 dikutip 
dari buku Edi As’ Adi, HUKUM ACARA PERDATA dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 1, 2012), hal. 3. 
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2. secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses 
pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (facilitated 
decision-making); 
3. dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem yang mana mediator 
mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini 
nampaknya agak terlalu menyederhanakan. 
Selanjutnya, dari karakteristik umum dalam mediasi di atas dapat ditarik 
benang merah bahwa mediasi adalah merupakan salah satu cara (solusi) 
dalam penyeelsaian konflik pertanahan di Indonesia pada umumnya dan 
penyelesaian sengketa perdata pada umumnya. Terkait masalah konflik 
pertanahan, pilihan penyelesaian konflik tersebut melalui jalan perundingan 
atau medasi ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian 
melalui jalan litigasi atau persidangan di muka pengadilan.27 
Dalam Perma No.1/2008, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 
angka 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan para pihak  dengan dibantu oleh mediator.” Sedangkan 
pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Perma No. 1/2008 
ini, yaitu : “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, 
yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas 
dasar negosiasi dengan pihak lawannya.28 
                                                          
     27 Edi As’Adi, Op.Cit., hal. 4. 
     28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. 
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Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal 
yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa 
mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi” dengan 
bantuan pihak ketiga yang netral. 
Dengan demikian ada 4 (empat) hal yang mendasar dari pengertian 
mediasi tersebut, yaitu:29 
a. adanya sengketa yang harus diselesaikan; 
b. penyelesaian melalui perundingan; 
c. tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan; 
d. peranan mediator dalam membantu penyelesaian. 
Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau sama sekali tidak 
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para 
pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima 
kedua belah pihak. 
Pihak ketiga tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak 
memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah 
yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan 
penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi, dengan catatan tidak 
satupun yang diungkapkan oleh para pihak dapat digunakan sebagai 
referensi dalam proses selanjutnya, misalnya untuk bukti di pengadilan. Jadi, 
seorang mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina 
hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara 
                                                          
29 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hal.56. 
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aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-
perbedaan dan menitikberatkan persamaan. Tujuannya adalah membantu 
para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Mediator 
tidak akan mempengaruhi salah satu pihak untuk mewujudkan cita-cita atau 
keinginan pihak yang lain. Kemudian harus dijelaskan pula bahwa mediator 
mampu merahasiakan sengketa pihak-pihak yang sedang dihadapi. Hal ini 
penting agar para pihak tidak sungkan dalam mengemukakan akar 
perselisihan dan menemukan jalan keluar. 
Dalam praktik, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara 
secara tertutup dengan masing-masing pihak. Di sini, mediator perlu 
membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu. 
Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan 
kepercayaan, misanya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran 
kesamaan dengan para pihak. 
Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, 
pendidikan, agama, profesi, hobi dan apa saja yang dirasa dapat 
memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan. Meskipun salah 
satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran 
yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator 
menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah 
pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan 
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pengalaman mediator, sikap netral mediator, proses mediasi, mekanisme 
pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi.30 
Cara praktik itu kemudian dituangkan dalam Perma No. 1/2008 dalam 
Pasal 9 angka (3), yaitu: “Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan 
kaukus”. Pengertian kaukus disebutkan dalam Pasal 1 angka (4), yaitu: 
“Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh 
pihak lainnya”. Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa 
adanya prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat. 
 
2. Filosofi dari Mediasi 
Filosofi yang mendasari mediasi adalah memberikan wewenang kepada 
para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan mediator tidak 
membuat suatu keputusan terhadap sengketa dari para pihak. Mediator 
melaksanakan filosofi ini dengan membantu para pihak untuk melakukan 
negosiasi secara kooperatif.31 
Mediator tetap netral dan tidak memihak terhadap salah satu pihak 
termasuk hasil yang dicapai. Suatu hasil akan baik bilamana telah 
dipertimbangkan dengan matang oleh para pihak. Jadi, hasil mediasi yang 
adil, berharga dan dapat diterima untuk para pihak. Seorang mediator hanya 
boleh memberikan saran-saran penyelesaian kepada para pihak, membantu 
                                                          
     30 Gatot Soemartono, Op.Cit., hal. 120. 
      31 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hal. 11 
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mereka untuk mencapai hasil dan meyakinkan mereka agar dapat 
melaksanakannya dengan baik.32 
Dalam Pasal 2 angka (4) Perma No. 1/2008 disebutkan bahwa hakim 
dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara tersebut 
telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, menyebutkan nama 
mediatornya.  
Memahami ketentuan tersebut di atas, maka dapat diperoleh berapa nilai 
sebagai berikut:33 
1. bahwa sepintas dengan kalimat BATAL DEMI HUKUM terlintas dalam 
pikiran ketentuan itu sungguh keras dan kejam. Namun jika kita 
telusuri dengan bahasa hati nurani, ada kandungan nilai filosofi agar 
hakim tidak hanya berpikir hitam putih pada awal akan melangkah 
menyelesaikan sengketa, tetapi memiliki komitmen dan tanggung 
jawab mengedepankan penyelesaian sengketa; 
2. bahwa mendamaikan oleh hakim dipersidangan yang diatur oleh Pasal 
130 HIR atau Pasal 154 Rbg atau Undang-undang lain yang mengatur 
Peradilan masing-masing, merupakan kewajiban hakim menurut 
Undang-undang sebagai bentuk kepedulian prinsipil bahwa 
penyelesaian damai memiliki nilai tinggi terhadap suatu sengketa; 
3. bahwa Perma No. 1/2008 meskipun tidak berbentuk Undang-undang 
merupakan terobosan dari Ketua MA untuk mengedepankan nilai luhur 
                                                          
     32 ibid., hal .9 




kemanusiaan, sengketa harus diakhiri dengan damai sehingga hakim 
memiliki kewajiban moral disamping kewajiban hukum, meskipun 
hakim dapat menyelesaikan sengketa dengan menetapkan garis hitam 
dan garis putih sebagai keputusan pengadilan. Namun dibalik itu ada 
nilai luhur yang harus diwujudkan, yaitu perdamaian sehingga 
ditegaskan tidak menempuh prosedur mediasi merupakan 
pelanggaran terhadap kewajiban mendamaikan. Bahkan Ketua MA RI 
dengan Perma No. 1/2008 telah menancapkan tonggak yang ujungnya 
runcing dan sangat tajam jika hakim tidak memperhatikan dan 
seenaknya terhadap ketentuan tersebut, maka putusannya batal demi 
hukum. 
Disinilah terkadang banyak dibicarakan hakim bahwa Undang-undang 
tidak dapat dikalahkan oleh Perma No. 1/2008, mestinya hakim 
mendamaikan terlebih dahulu dalam sidang pertama kedua pihak 
hadir lalu kemudian dilakukan mediasi. Inilah kadang yang 
diperdebatkan oleh hakim, dan disinilah perlunya pemahaman nilai 
filosofis dengan  penyelesaian logikanya, meskipun Perma No. 1/2008 
tetap memiliki nilai lebih dalam pelaksanaan upaya damai, dengan 
waktu yang longgar dan dibantu mediator; 
4. bahwa mediator adalah manusia yang diciptakan dengan proses 
penggodokan dengan menggunakan teknologi akal yang dibalut 
dengan perasaan hati nurani guna menyebarkan jaring perdamaian 
yang melibas kotoran-kotoran sengketa dan permusuhan, agar akal 
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menjadi aman dan sehat. Oleh karena itu mediator adalah tugas mulia 
yang harus dihargai mesikupun tugasnya berhasil ataupun tidak 
berhasil tetapi tetap masuk dalam pertimbangan putusan 
menyebutkan nama luhur mediator; 
5. bahwa untuk menjadi mediator yang profesional dan handal harus 
memiliki kemampuan dasar yang kuat terlebih dahulu yaitu 
memperkuat system superego dalam jiwa batinnya, sehingga memiliki 
hati nurani yang bersih dapat memberikan kepuasan kedua pihak yang 
bersengketa karena realitas pertengahan diantara hitam dan putih 
masih selalu didambakan dan diharapkan sebagai suatu penyelesaian 
berdasarkan logika dengan saling mengalah dan tulus hati.  
3. Jenis-jenis Mediasi 
Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan 
(litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, 
mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para  pihak 
untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan 
proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut 
dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau 
seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam  proses pengadilan, 
bertindak sebagai mediator. Di banyak negara seperti Amerika Serikat telah 
lama berkembang suatu mekanisme, yang mana pengadilan meminta para 
pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi 
sebelum diadakan pemeriksaan. 
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Perbedaan utama antara mediasi di pengadilan dan mediasi di luar 
pengadilan adalah terletak pada pelaksanaan mediasi hukum jika dicapai  
kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi di pengadilan, 
penyelesaian sengketa itu disetujui oleh hakim. Penyelesaian terhadap 
sengketa tersebut berupa suatu penetapan dari hakim dan penetapan 
tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara seolah-olah 
telah diputuskan oleh hakim, termasuk kekuatan penegakannya oleh negara. 
Dalam mediasi di luar pengadilan, hasilnya adalah berbentuk suatu kontrak 
(perjanjian), baik kontrak baru maupun dalam bentuk revisi. Apabila salah 
satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di dalam 
kontak (perjanjian) yang telah disepakati dan dibuat bersama, maka pihak 
yang lain harus melakukan gugatan hukum untuk pelaksanaan kontrak 
tersebut. Pada umumnya sasaran dan prosedur mediasi di pengadilan dan di 
luar pengadilan mempunyai kesamaan.34 
Ada beberapa model mediasi  yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan 
praktisi mediasi. Lawrence Boulle, Professor of Law dan Associate Director of 
The Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa 
model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal 
tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran 
mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu:35 settlement 
                                                          
     34  I Made Widnyana., Op.Cit, hal. 145. 
      35 Garry Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, hal. 17 dikutip dari buku Edi 
As’Adi, HUKUM ACARA PERDATA dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, Cet.1, 2012) hal. 22. 
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mediation, facilitative mediation, transformative mediation dan evaluative 
mediation. 
Settlement mediation yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi 
merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong 
terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. 
Dalam mediasi, model ini merupakan tipe mediator yang dikehendaki adalah 
yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-
teknik mediasi. 
Dalam proses penyelesaian sengketa terkhusus mediasi terdapat 
beberapa model penyelesaian mediasi yang dapat diterapkan didalam 
menyelesaikan pertikaian diantara kedua belah pihak. Yang bentuk atau 
model penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan 
masing-masing 
Facilitative mediaton yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis 
kepentingan (interest-based) dan pemecahan masalah (problem solving)  
merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari 
posisi mereka dan menegosasikan kebutuhan dan kepentingan para 
disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini 
sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik 
mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang 
dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus 
dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif 
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diantara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan 
mengupayakan kesepakatan. 
Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan 
rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab 
yang mendasari munculnya permasalahan diantara disputants, dengan 
pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui 
pengakuan dan pemberdayaan sebagai sebagai dasar dari resolusi (jalan 
keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat 
menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses 
mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan 
pengakuan.36 
Sedangkan evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi 
normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari 
kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputants dalam 
wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini, sang mediator 
haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang 
dipersengketakan  meskipun  tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran 
yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi 
dan saran serta persuasi kepada para disputants, dan memberikan prediksi 
tentang hasil-hasil yang akan didapatkan. 
Garry Goodepaster menyatakan bahwa, mediasi tidak selalu tepat untuk 
diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk 




menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Mediasi akan 
berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan syarat-syarat. 
Syarat-syarat tersebut diantaranya, para pihak mempunyai kekuatan tawar-
menawar yang sebanding, para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan 
di masa depan, terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya 
pertukaran (trade off), terdapat urgensi atau batas waktu untuk 
menyelesaikan, tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan 
mendalam, apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka 
tidak dapat dikendalikan, menetapkan preseden atau mempertahankan suatu 
hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang 
mendesak, dan yang terakhir yaitu jika para pihak berada dalam proses 
litigasi, kepentingan-kepentingan lainnya tidak akan diperlakukan dengan 
baik dibandingkan dengan mediasi.37 
4. Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan 
Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan, 
sebagaimana diatur dalam  Perma No.1/2008, dapat dibedakan menjadi dua 
tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Di dalam tahap pra 
mediasi, secara teknis diatur dalam Pasal 7 dan 8 Perma No. 1/2008 tentang 
prosedur mediasi di pengadilan. Perihal pra mediasi, sebagaimana diatur 
dalam Perma dimaksud dalam Pasal 7 angka (1)  disebutkan bahwa, pada 
hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim 
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Pada angka (2), 
                                                          
37 Ibid,. hal. 18. 
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ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. 
Angka (3), hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, 
mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses 
mediasi. Selanjutnya pada angka (4), disebutkan bahwa kuasa hukum para 
pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau 
aktif dalam proses mediasi. Kemudian pada angka (5), hakim wajib menunda 
proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para 
pihak untuk menempuh proses mediasi. Dan pada angka (6) disebutkan, 
hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma No.1/2008 ini 
kepada pihak yang bersengketa. 
Pada Pasal 8 Perma No. 1/2008 juga mengatur tahap pra mediasi di 
pengadilan yang isinya adalah pada angka (1) disebutkan bahwa para pihak 
berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut : 
1. hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; 
2. advokat atau akademisi hukum; 
3. profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 
berpengalaman dalam pokok sengketa; 
4. hakim majelis pemeriksa perkara; 
5. gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau 
gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Kemudian pada 
angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, jika 
dalam sebuh proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, 
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pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para 
mediator sendiri. 
Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya (free cost), 
sedangkan uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para 
pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian perlu 
diperhatikan bahwa para pihak mempunyai kewajiban menempuh proses 
mediasi dengan iktikad baik. Oleh karena itu, salah satu pihak dapat 
menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi 
dengan iktikad baik. 
Dalam tahap mediasi, diatur dalam Pasal 13 dan 14 Perma No. 1/2008. 
Dalam Pasal 13 mengatur tentang penyerahan resume perkara dan lama 
waktu proses mediasi. Angka (1) disebutkan dalam waktu paling lama lima 
hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-
masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain 
dan kepada mediator. Pada angka (2), dalam waktu paling lama lima hari 
kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat 
menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Dalam 
angka (3), proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja 
sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. 
Kemudian pada angka (4) disebutkan bahwa atas dasar kesepakatan para 
pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama empat belas hari 
kerja sejak berakhir masa empat puluh hari sebagaimana dimaksud angka 
(3). Pada angka (5) juga disebutkan, jangka waktu proses mediasi tidak 
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termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Dan pada angka (6), jika 
diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan 
secara jauh dengan menggunakan alat komunikasi. 
Pada Pasal 14 Perma No. 1/2008 juga mengatur tahap mediasi di 
pengadilan yang isinya adalah kewenangan mediator menyatakan mediasi 
gagal, pada angka (1) disebutkan mediator berkewajiban menyatakan 
mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa 
hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi 
tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kemudian pada angka (2) 
Perma ini juga disebutkan, jika setelah proses mediasi berjalan, mediator 
memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset 
atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan 
pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain 
yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses 
mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim 
pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi 
dengan alasan para pihak tidak lengkap. 
Tugas mediator dalam tahap mediasi telah disebutkan di atas, kemudian 
dalam pelaksanaan mediasi ini demi kelancarannya, para pihak dapat 
melibatkan ahli, yakni atas persetujuan para pihak ataupun kuasa hukum, 
mediator dapat mengundang seorang ahli dalam bidang tertentu untuk 
memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Para pihak harus 
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terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak 
mengikat dari penjelasan dan penilaian seorang ahli. 
Hal penting lain yang perlu diketahui adalah bahwa semua biaya untuk 
kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh 
para pihak berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, proses mediasi 
yang ditempuh oleh para pihak mempunyai dua kemungkinan, yaitu berhasil 
dalam mencapai kesepakatan atau gagal dalam mencapai kesepakatan. 
Dalam proses mediasi mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak 
dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan 
yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam 
proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib 
menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para 
pihak dapat mengajukan kesepakatan kepada hakim untuk dikuatkan dalam 
bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan 
perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan 
perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan atau klausul yang 
menyatakan perkara telah selesai. Sedangkan di dalam proses mediasi yang 
gagal, jika setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja 
sebagaimaan dimaksud para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, 
atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib 
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan 
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memberitahukan kegagalan pada hakim. Kemudian hakim melanjutkan 
pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.38 
5. Wewenang Mediator 
Dalam upaya mediasi ini, mediator sangat berperan, oleh karena itu 
sangat tepat kalau Mahmakah Agung Republik Indonesia melalui Badan 
LITBANG DIKLAT KUMDIL (Penelitian Pengembangan Pendidikan dan 
Latihan Hukum dan Peradilan) mengadakan sertifikasi pelatih mediasi di 
Mega Mendung, Bogor, tanggal 23 Maret 2008 sampai dengan 7 April 2009 
agar dapat diciptakan mediator-mediator yang handal dan professional, 
memiliki kemampuan mentransfer keterampilan perundingan kepada para 
pihak melalui saran dan nasihat yang tepat dan damai (Interest Based). 
Bahkan ditindak lanjuti dengan kelompok kerja (working group) MA ke 
Jepang tanggal 2 November sampai dengan 14 Nopember 2009 untuk studi 
mediasi, merancang kode etik mediator, penyusunan silabus, semua itu guna 
meningkatkan pelaksanaan mediasi kedepannya di Indonesia.39 
Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci 
menjadi sangat penting karena dalam Perma No. 1/2008  hal itu tidak diatur. 
Oleh karena itu, kriteria atau persyaratan seorang mediator sangat 
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator 
dalam berbagai kasus. 
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Seorang calon mediator dianggap memiliki benturan kepentingan atau 
hubungan afiliasi jika yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, memenuhi kriteria sebagai berikut:40 
a. memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan 
yang sedang menjadi sengketa; 
b. memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 
hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat 
jangka pendek tersebut, atau 
c. memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang 
bersengketa atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 180 
hari, setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat 
umum. 
Prakteknya, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang 
memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-
masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak 
menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing 
pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para 
pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun 
tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan 
membangun hubungan baik dan kepercayaan. 
Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, 
mediator akan lebih mampu membawa mereka pada titik penyelesaian yang 
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saling menguntungkan. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, 
mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis 
dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Mediator kemudian mendesain 
serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak untuk 
mencapai suatu kesepakatan  yang sehat. Mediator menjadi kasalisator 
untuk mendorong lahirnya suasana yang kondusif untuk diskusi. Dalam 
kaitan itu, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran 
informasi dan proses tawar-menawar. 
Dalam praktek, beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator 
antara lain adalah sebagai berikut:41 
a. melakukan diagnosis konflik; 
b. mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para 
pihak; 
c. menyusun agenda; 
d. memperlancar dan mengendalikan komunikasi; 
e. mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; 
dan 
f. membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan 
menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian 
sengketa. 
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Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator 
berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau 
secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut :42 
a. memfokuskan pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak; 
b. memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau 
menciptakan rasa saling pengertian diantara para pihak (berdasarkan 
persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta 
kelemahan masing-masing; dan 
c. memfokus pada munculnya penyelesaian. 
Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan 
menciptakan saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk memungkinkan 
para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar 
pandangan, sehingga masing-masing lebih memahami persoalannya sendiri 
dan yang lebih penting, mengetahui cara pandang pihak lain. Mengetahui 
cara pandang orang lain tentu dapat memudahkan melakukan negosiasi. 
Berkaitan dengan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan 
memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar 
memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga 
memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan 
bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi 
penyelesaian sengketa mereka. Mereka tentu saja akan mempertimbangkan 
untung-rugi berperkara, manfaat serta pertarungan martabatnya. 
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Prakteknya, terdapat kecenderungan bahwa mediator menjelaskan 
mediasi dan peranan mediator. (Bahkan untuk proses mediasi di pengadilan, 
Pasal 3 angka (1) Perma No. 1/2008  menyebutkan, hakim wajib memberikan 
penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi). 
Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja 
mediasi dan peranan yang harus dilakukan mediator, akan sangat bemanfaat 
apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak 
dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan dengan  
identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, 
mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi. 
Mediator dibagi ke dalam empat jenis yang ditentukan oleh pola 
hubungan mereka dengan para pihak. Keempat jenis mediator tersebut 
adalah:43 
1. Social Network Mediators merupakan mediator yang dipimpin oleh 
salah seorang tokoh yang berpengaruh, baik selaku tokoh agama, 
maupun tokoh adat dari masyarakat setempat yang disegani dan 
dihormati. Mediator memiliki hubungan dengan kedua belah pihak, 
berlaku netral serta sangat memperhatikan hubungan jangka panjang, 
dan mereka biasanya bagian dari suatu jaringan sosial umum dan 
berkelanjutan, disamping itu secara rutin terlibat dalam setiap 
implementasi secara terus menerus dengan menggunakan pengaruh 
personal atau tekanan masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan; 
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2. Authoritative Mediators adalah seorang yang mempunyai suatu 
hubungan wewenang dengan para pihak dan memiliki posisi yang 
lebih besar atau lebih kuat, serta kapasitas potensial atau sebenarnya 
untuk mempengaruhi hasil suatu sengketa; 
3. Independent Mediators adalah sangat umum ditemukan dalam 
berbagai budaya atau tradisi dari suatu pengadilan yang independen, 
yang menyediakan suatu model mencakup tata cara yang adil yang 
tidak  memihak sebagai pembuat keputusan. Mediator tipe ini bersikap 
netral dengan sukarela mencari solusi yang terbaik, serta tidak 
memaksakan salah satu pihak. Dalam pelaksanaannya, mereka tidak 
mempunyai kekuasaan untuk menjalankan persetujuan, serta  bisa 
terlibat atau tidak terlibat dalam bidang pengawasan; 
4. Benelovent Authoritative Mediators terbagi lagi menjadi tiga jenis 
mediator, yaitu benelovent (mediator baik hati), Administrative atau 
Managerial Mediator (mediator administratif atau managerial), dan 
Vested Interest Mediator (mediator yang punya kepentingan). Seorang 
benelovent authoritative mediator, memiliki kemampuan 
mempengaruhi atau memutus suatu permasalahan dalam sengketa, 
tetapi umumnya nilai-nilai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak 
melampaui keterlibatannya secara langsung dalam mncapai suatu 
keputusan. 
Jadi, peran mediator  jenis ini bisa berhubungan dengan para pihak yang 
terlibat sengketa atau bukan, bertugas mencari solusi terbaik, berwenang 
44 
 
memberikan nasihat, serta berhak menganjurkan bahkan berhak 
memutuskan segala sesuatu  yang berkaitan dengan langkah-langkah yang 
telah ditetapkan. Di samping itu, benelovent mediator turut mengawasi dan 
berwenang mengimplementasikan persetujuan yang disepakati oleh para 
pihak.44  
 
C.  Pengertian Sengketa Tanah 
  
Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya 
perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan 
pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku 
yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai 
tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal 
mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa 
menjadi besar. 
Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. 
Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun 
di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman 
pada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat 
dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah 
penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak 
dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya 
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kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 
Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam 
memilih cara menyelesaikan sengketa.45 
1. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa 
Kebutuhan setiap manusia berjenjang. Dalam arti, setelah satu kebutuhan 
dipenuhi manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 
memenuhi kebutuhan lainnya. Ini sudah merupakan kodrat manusia yang 
tidak pernah puas dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Maslow, 
hierarki kebutuhan manusia sebagai berikut: 46 
1. physiological need, yaitu kebutuhan badaniah, meliputi sandang, 
pangan dan pemuasan seksual; 
2. safety needs, yaitu kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan 
keamanan jiwa maupun keamanan harta; 
3. social need, yaitu kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan perasaan 
diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, 
kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan 
perasaan diikutsertakan (sense of participation); 
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4. esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan, berupa kebutuhan 
akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita; 
5. self actualization needs, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri, 
kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan 
kepuasan yang didapat dari pekerjaan. 
Setiap orang tentu akan berusaha mewujudkan kelima hal tersebut. 
Bukan hal yang mudah sebab masing-masing manusia akan berusaha dan 
memaksakan diri mendapatkan kebutuhan tersebut sehingga sering kali 
menimbulkan konflik antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. 
Konflik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan sering kali tidak dapat 
dihindarkan. Konflik terjadi karena adanya perselisihan yang tidak dapat 
diselesaikan oleh para pihak. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan 
aktivitas yang dijalani manusia dapat menimbulkan perselisihan  dan 
berujung pada konflik. 
Perselisihan berawal dari salah pengertian antara manusia yang satu dan 
manusia yang lainnya. Sudah merupakan hal yang bersifat kodrati apabila 
manusia memiliki pemikiran dan pandangan-pandangan yang berbeda antara 
satu dan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya proses interaksi 
antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Interaksi yang 
dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya komunikasi diantara para pihak 
yang kemudian memunculkan perselisihan. Perselisihan diantaranya terjadi 
karena ada silang pendapat yang bersumber dari perbedaan pemikiran, 
keinginan, dan penyampaian verbal yang tidak baik. Misalnya, seseorang 
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yang bergaya arogan dan berbicara seolah-olah dirinya yang paling 
mengetahui sesuatu dan menjadi orang paling penting, sehingga 
menganggap orang lain tidak ada artinya dan tidak mau kalah dalam 
berbicara. 
Suatu perselisihan yang berujung pada konflik, selain disebabkan oleh 
karakter sifat dari seseorang yang merupakan faktor internal dalam diri yang 
bersangkutan, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor eksternal berupa 
aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang.47 
Konflik terjadi ketika para pihak bersaing untuk dapat mencapai tujuannya 
masing-masing. Para pihak dibatasi oleh aturan-aturan ataupun prosedur-
prosedur yang terkadang tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak dari 
para pihak. 
Adanya usaha untuk mencapai tujuan masing-masing, tentunya akan 
berdampak pada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian 
bagi salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk dapat 
menghindarkan diri dari risiko tersebut, masing-masing pihak akan berupaya 
mencari cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghindarkan diri dari 
kerugian. Terdapat dua cara, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke 
pengadilan atau berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar 
pengadilan.48 
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Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya 
kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah 
menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti 
penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan 
keinginan para  pihak. Demikian sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak 
bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga harus 
memaksa pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian 
sengketa dilakukan tidak berdasarkan kehendak dari para pihak atau ada 
unsur paksaan. 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri dari berbagai macam 
cara, dan salah satunya dengan cara mediasi. Para pihaklah yang harus 
menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima 
konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut. 
Pasal 1293 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “Tiap 
perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib 
diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila 
debitur tidak memenuhi kewaibannya”.49 
Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul 
di antara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
Sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan 
kerugian bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini tentunya dapat 
menimbulkan sengketa di antara para pihak. Dapat terjadi salah satu pihak 
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berargumen prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dijalankan 
disebabkan adanya faktor yang tidak terduga atau dengan berbagai alasan 
lainnya. Argumen ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak lainnya yang 
menderita kerugian dan tetap memaksakan pihak yang tidak menjalankan 
kewajibannya untuk segera mungkin melaksanakan kewajibannya.50 
Adanya paksaan tentu tidak begitu saja diterima oleh salah satu pihak 
sehingga keadaan ini kemudian berubah menjadi sengketa di antara para 
pihak karena masing-masing pihak menganggap dirinya yang benar, dan 
pihak lainnya yang bersalah. 
Suatu sengketa dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan hukum di 
antara para pihak. Sengketa yang terjadi dengan berdasarkan adanya 
hubungan hukum di antara para pihak disebabkan oleh adanya perbuatan 
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tentu dapat menimbulkan 
sengketa yang disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh salah satu 
pihak.51 
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan 
Perbuatan Melawan Hukum, yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum dan 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian 
tersebut”.52 
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Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak 
lainnya karena suatu kesalahan, berarti pihak yang melakukan kesalahan 
tersebut wajib untuk mengganti kerugian. Namun, pihak yang melakukan 
kesalahan dapat saja berkilah bahwa perbuatannya bukanlah merupakan 
suatu kesalahan sehingga tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk 
memberikan ganti rugi. Hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh pihak yang 
menderita kerugian karena baginya, perbuatan tersebut merupakan 
kesalahan dari pihak lain. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan sengketa di 
antara para pihak. 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi mau 
perbuatan melawan hukum dan sengketa tersebut muncul disebabkan 
adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan pihak yang 
menimbulkan kerugian tidak merasa bahwa dirinya tidak menimbulkan 
kerugian bagi pihak lainnya.53 
2. Sengketa Pertanahan 
Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat 
dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk 
meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya 
seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. 
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Tanah, sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik 
maupun sengketa. Konflik melibatkan perjuangan antara dua orang atau lebih 
atas nilai-nilai, atau kompetensi untuk status, kekuasaan atau sumber daya 
yang langka. Dan jika konflik itu telah nyata, maka hal itu disebut sengketa. 
Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat 
dipilah menjadi lima kelompok, yakni:54 
1. kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah 
perkebunan, kehutanan, dan lain-lain; 
2. kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; 
3. kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk 
pembangunan; 
4. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; 
5. sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 
Apabila mencermati gejala meningkatnya jumlah kepadatan penduduk, 
maka gejala yang mengikuti kemudian yaitu semakin bertambahnya 
kebutuhan akan tanah. Faktor kebutuhan akan tanah tersebut dalam 
kenyataan sering bermuara kepada konflik kepentingan antar para pihak 
yang mengaku berhak atas tanah sengketa. 
Menyikapi hal seperti di atas, maka mengingat Indonesia sebagai negara 
yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bercirikan budaya 
komunal serta masih melekatnya tradisi adat istiadat tradisional, hal ini 
menjadi petunjuk bahwa pada azasnya bagi Negara Indonesia penyelesaian 
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persengketaan atau konflik dalam berbagai sektor kehidupan khususnya 
pertanahan dengan jalan musyawarah mufakat adalah sebagai ciri khas 
bangsa Indonesia yang memiliki falsafah dan ideologi Pancasila. Hal ini 
menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, terutama adalah para 
aparat penegak hukum yang berdiri dalam unsur sistem hukum (substantif 
dan struktur hukum). Yang sudah selazimnya mewujudkan upaya 
perdamaian dalam setiap konflik tanah yang ditangani. 
Penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dengan menghormati 
hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa yang prinsip dasarnya 
adalah solusi sama-sama menang atau dikenal dengan istilah “win-win 
solution” atau secara normatifnya disebut jalan penyelesaian “Non-Litigation” 
atau “Alternative Dispute Resolution” (ADR), yang selanjutnya untuk 
mewadahi pelaksanaan ADR tersebut Pemerintah melalui Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 1999 Tentang ADR. Aturan Normatif inilah yang menjadi 
tolok ukur untuk mengetahui seberapa pentingnya Lembaga mediasi  di 
dalam penyelesaian konflik tanah tersebut.55 
Terkait masalah konflik pertanahan, sesungguhnya sangat besar dampak 
yang ditimbulkan dalam penyelesaiannya secara ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1. secara ekonomis, konflik pertanahan telah memaksa pihak yang 
terlibat di dalamnya untuk mengeluarkan biaya, semakin lama proses 
                                                          
55 Edi As’Adi, Op.Cit., hal. 2. 
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penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus 
dikeluarkan; 
2. secara sosial, dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah 
penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa 
berlangsung pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan 
pikirannya serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa 
sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau 
usahanya; 
3. dampak sosial lainnya yaitu terjadi kerenggangan sosial di antara 
warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama di 
antara mereka.56 
Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial di 
antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di 
antara mereka. Dalam hal konflik terjadi antarinstansi pemerintah, hal itu 
akan menghambat terjadinya koordinasi kinerja publik yang baik. Dapat juga 
terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 
berkenaan pelaksanaan tata ruang. Di samping itu, selama konflik 
berlangsung, ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek 
konflik biasanya berada dalam keadaan status quo sehingga ruang atas 
tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya adalah 
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tejadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan 
kepentingan banyak pihak.57 
Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/mediasi ini 
mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka 
pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya dan 
pikiran/tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian 
lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat 
pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. 
Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan 
dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan 
bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang 
dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk mencapai win-
win solution  itu ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya: 
1 proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih 
dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling 
menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus 
menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan 
bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan 
yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai 
kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak 
akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka; 
                                                          
 57 Maria S.W Sumardjono CS, Op.Cit., hal. 3 
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2 kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau 
musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan 
menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang 
lainnya.58 
Dalam kasus tertentu, mediasi dipandang lebih efektif, sedangkan dalam 
sengketa yang lain arbitrase akan memberikan penyelesaian yang lebih 
baik. Pengalaman penyelesaian berbagai kasus di bidang lingkungan hidup 
juga menunjukkan semakin dipilihnya cara-cara mediasi. 
Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan 
yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan ADR. Namun 
demikian, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menumbuh 
kembangkannya lembaga ADR di bidang pertanahan berdasarkan dua 
alasan. Pertama, di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di 
pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai 
oleh para pihak (Pasal 130 HIR). 
Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan dengan 
bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah yang 
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A. Lokasi Penelitian 
Data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan 
penelitian dengan mengambil lokasi Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa dan Badan Pertanahan Nasional. Pemilihan lokasi tersebut 
didasarkan pada pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar tersedia 
informasi dan data-data yang berkaitan dengan mekanisme dan standard 
operational procedure (SOP) proses penyelesaian sengketa perdata melalui 
jalur mediasi. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan, dengan cara studi lapangan 
secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh dari Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa 
dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh 
secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi 
57 
 
kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-
undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan 
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. 
Sumber data adalah adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di 
lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah hakim selaku mediator di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa serta Kepala 
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dari Badan Pertanahan Nasional 
Kota Makassar. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari 
kepustakaan, yang terdiri dari : 
1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang 
mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan 
perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi : 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 
b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2008; 
c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa; 
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d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang 
meliputi : 
a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik 
penelitian; 
b) Literatur dan hasil penelitian. 
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini 
biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain 
sebagainya.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat 
penting dalam penulisan. Karena dengan adanya data, dapat menunjang 
penulisan sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara : 
a. Wawancara 
Penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data primer dengan 
wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 
secara langsung dengan hakim maupun pegawai Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kabupaten Gowa serta Kepala Seksi Sengketa Konflik dan 
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Perkara di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar mengenai masalah 
penyelesaian sengketa yang penulis teliti.  
b. Studi Kepustakaan 
Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis, 
yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, 
majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta 
bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun 
sekunder, dan dianalisis secara kuantitif. Selanjutnya diajukan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 













BAB  IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Implementasi Perma No.1/2008 Dalam Menyelesaikan Perkara 
Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten 
Gowa 
Kabupaten Gowa berada pada 12o38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 
5o33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah 
administrasinya antara 12o33.19’ hingga 13o15.17’ Bujur Timur dan 5o5’ 
hingga 5o34.7’ Lintang Selatan dari Jakarta. 
Kabupaten Gowa yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara 
berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah 
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di 
bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.  
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari total luas Kabupaten 
Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada 
wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan 
dan Tompobulu60 




Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang terletak di bagian Selatan dengan letak yang sangat strategis 
karena merupakan daerah perbatasan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 
menghadapi berbagai aspek permasalahan dalam lingkup kehidupan sehari-
hari, dan salah satu permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan 
sengketa pertanahan.61 
MA menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk kelancaran proses 
penyelenggaraan peradilan. Penyelenggaraan peradilan tersebut memiliki 
fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar 
peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, MA juga 
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 
penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur 
dalam Undang-Undang MA sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan 
hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.  
Perma sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi 
secara konseptual sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan 
dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 
angka 3 Perma No.1/2008, jika hakim maupun para pihak yang bersengketa 
tidak mematuhi peraturan tersebut, maka dianggap melanggar kedua pasal 
yang dimaksud sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mediasi 
yang bersifat wajib ini tidak dimaksudkan agar para pihak wajib menghasilkan 




perdamaian karena perdamaian tidak dapat dipaksakan, melainkan harus 
berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama dari para pihak. Namun 
diharapkan perdamaian dapat tercapai dalam arti mediasi yang dilaksanakan 
berhasil agar lebih cepat dalam proses penyelesaian sengketa tanah. 
Berdasarkan register induk perkara gugatan tanah yang telah terdaftar 
pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tercatat sejumlah perkara perdata 
gugatan tanah, baik yang telah diputuskan maupun yang saat ini menjalani 
proses pemeriksaan.  
Tahapan proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dilakukan berdasarkan Perma No.1/2008. 
Sebelum proses sidang dilaksanakan, perkara gugatan yang didaftarkan 
harus melalui proses mediasi dalam persidangan. 
Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak 
untuk melakukan mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari 
dalam dan luar pengadilan. Batas waktu pelaksanaan mediasi selama 40 
(empat puluh) hari kerja ditambah 14 (empat belas) hari kerja atas 
kesepakatan para pihak.  
Dalam kategori ini proses mediasi sesuai dengan apa yang ditentukan 
dalam Perma No.1/2008 Pasal 7 angka (1) yang menjelaskan bahwa: “pada 
hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim 
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Kemudian dalam Pasal 8 




Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: 
a. hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. 
b. advokat atau akademisi hukum. 
c. profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau 
berpengalaman dalam pokok sengketa. 
d. hakim majelis pemeriksa perkara. 
e. gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau 
gabungan dalam butir b  dan d, atau gabungan dalam butir c dan d. 
Berdasakan hasil penelitian penulis mengenai tahapan proses mediasi 
dalam Pengadilan Negeri Sungguminasa, jasa mediator yang di pakai dalam 
menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi adalah hakim yang bukan 
pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Sungguminasa karena hakim di 
pengadilan negeri  tersebut lebih memahami permasalahan yang menjadi 
penyebab terjadinya suatu sengketa sehingga Pengadilan Negeri 
Sungguminasa tidak menggunakan jasa mediator selain hakim dari 
Pengadilan Negeri Sungguminasa.62  
Pelaksanaan mediasi maksimal 14 (empat belas) hari ditambah 14 (empat 
belas) hari sejalan dengan Pasal 13 angka (3) dan (4) yang menyatakan 
bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja 
sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, 
selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat 
                                                          




diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat 
puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka (3). Walaupun selama ini 
yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada umumnya mediasi 
selesai dalam waktu relatif cepat dan tidak sampai 40 (empat puluh) hari.  
Apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan 
untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana 
dijelaskan dengan Pasal 18 angka (2) bahwa: “Segera setelah menerima 
pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai 
ketentuan hukum acara yang berlaku”. 
Sebelum diterapkan Perma yang juga merupakan revisi dari Perma 
No.1/2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa selalu patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 
154 RBg. Yoga D.A. Nugroho63 mengatakan bahwa pada sidang pertama, 
para hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa menganjurkan agar para 
pihak berdamai kemudian sidang akan ditunda 2 (dua) minggu kedepan, 
apabila tidak terjadi perdamaian maka sidang tersebut dilanjutkan. 
Setelah diterbitkan Perma, maka setiap sengketa perdata yang masuk di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa harus melalui prosedur mediasi 
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. 
                                                          
63 Wawancara dengan Yoga D.A. Nugroho, Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Tanggal 10 Juni 2015. 
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Perma No.1/2008 sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui 
mediasi secara konseptual atau esensialnya sama dengan upaya 
perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 
RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak 
mematuhi peraturan tersebut. Maka hal itu dimaknai sebagai bentuk 
pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan 
batal demi hukum.64  Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa 
para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian 
tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil 
kesadaran dan keinginan bersama. 
Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Mediasi sebagai 
bentuk penyelesaian sengketa tanah melalui proses perundingan untuk 
memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh pihak ketiga atau biasa 
disebut mediator. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai seseorang 
yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan 
yang mengikat seperti arbiter tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk 
menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator membantu para 
pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, membantu 
para pihak dalam meluruskan perbedaan pandangan mengenai masalah-
masalah  yang disengketakan dan bekerja untuk sesuatu yang dapat diterima 
para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di 
                                                          
64 Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 158. 
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antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu perjanjian yang 
memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. 
Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, para pihak biasanya 
mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi 
sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada 
penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung 
telah mampu mengklarifikasi masalah-masalah tanah yang menjadi objek 
sengketa serta mempersempit permasalahan. 
Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan, yang mana 
mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya 
diberitahukan oleh Ketua Majelis. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua 
kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Apabila mediasi yang 
dilaksanakan berhasil, maka mediator akan memberitahukan kepada ketua 
majelis hakim untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian. Berdasarkan hasil 
penelitian Penulis, beberapa kasus sengketa tanah yang telah melalui proses 
mediasi tidak sampai pada pembuatan akta perdamaian karena gugatan 
dicabut. Menurut Latif65, gugatan yang dicabut juga merupakan hasil dari 
mediasi yang berhasil. Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk 
berdamai tanpa perlu dibuatkan akta perdamaian oleh ketua majelis hakim. 
Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka mediator akan memberitahukan 
                                                          
65 Wawancara dengan Latif, Pegawai Bagian Hukum Perdata Pengadilan Negeri Sungguminasa pada 
Tanggal 5 Juni 2015. 
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kepada ketua majelis hakim untuk kemudian dilanjutkan melalui proses 
litigasi. 
Untuk mengetahui tolok ukur mengenai implementasi Perma No.1/2008 di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan hasil penelitian Penulis   
terhadap perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:66 














Nomor Perkara yang 
Berhasil Mediasi 
Jumlah  Jumlah  





 Sumber data: Bagian Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
2015. 
 
Tabel 2. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa 

















Nomor Perkara yang 
Berhasil Mediasi 
Jumlah Jumlah 
 Sengketa Tanah 36 1 35 28/PDT.G/2012/PN.S
ungguminasa 
Sumber data : Bagian hukum perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
2015. 
 
                                                          




Tabel 3. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa 

















yang Berhasil di 
Mediasi Jumlah Jumlah 
 Sengketa Tanah 40 1 39 29/PDT.G/2013/PN.
Sungguminasa 
Sumber data : Bagian Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
2015. 
 
Tabel 4. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa 

















yang Berhasil di 
Mediasi Jumlah  Jumlah 
 Sengketa Tanah 34 1 33 12/PDT.G/2014/PN.
Sungguminasa 
Sumber data : Bagian Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
2015. 
 
Pada tabel 1 (satu) sampai dengan tabel 4 (empat), Penulis menguraikan 
bahwa pada tahun 2011 perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yaitu 2 perkara dari 32 perkara. Pada tahun 2012, 
perkara yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara dari 36 jumlah perkara. 
Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah perkara yaitu 40 perkara, tetapi 
hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2014, ada 




Tabel 5. Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa 


















yang Berhasil di 
Mediasi 
Jumlah  Jumlah  
 Sengketa Tanah 15 - - - 
Sumber data : Bagian hukum perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
2015. 
 
Pada tabel 5 (lima), terdapat 15 perkara sengketa tanah yang masuk. 
Berbeda dengan tabel 1 (satu) sampai dengan tabel 4 (empat) yang setiap 
tahunnya terdapat perkara sengketa tanah yang berhasil dimediasi. Hal 
tersebut dikarenakan semua perkara sengketa tanah yang masuk pada tahun 
2015 masih dalam proses penyelesaian dan belum ada kesepakatan atau 
dalam hal ini Putusan Pengadilan. 
Dilihat dari berhasil tidaknya proses penyelesaian sengketa, khususnya 
sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih 
jauh dari kata berhasil karena dari tahun 2011 sampai tahun 2015 belum 
banyak mengalami perubahan yang signifikan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
penulis menyimpulkan bahwa mediasi belum efektif dalam penyelesaian 
sengketa tanah secara damai. Data tersebut belum menunjukkan 
keberhasilan mediasi yang memuaskan bahkan dapat di katakan menurun 
karena sampai pertengahan tahun 2015  belum ada sengketa yang berhasil 
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diselesaikan melalui mediasi. Karena tujuan diterbitkannya Perma No.1/2008 
yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Dan harapan 
yang utama proses mediasi dapat menjadi salah satu cara penyelesaian 
sengketa yang ada. 
Adapun Penulis tambahkan dalam pembahasan ini adalah Pelaksanaan 
Perma No.1/2008 tentang kaukus dalam Pasal 9 (angka) 3, yaitu:” Apabila 
dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”. Yaitu “pertemuan antara 
mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. 
Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya 
prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat. Tetapi 
berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
yakni Mediator belum melakukan kaukus seperti yang diterapkan dalam 
Perma No.1/2008 sehingga proses mediasi begitu lambat bahkan menurun 
dari tahun ke tahun. 
Dalam Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berkaitan dengan Pasal 2 
Perma No.1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 
menyebutkan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini 
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 
154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, dalam 
kenyataannya masih ada beberapa pihak yang tidak mematuhi peraturan 
tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari para pihak yang bersengketa 
untuk menyelesaikan sengketa melaui proses mediasi. 
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Dalam hal mediator menangani suatu perkara yang merupakan tugas 
mulia dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang baik sehingga 
dalam hal berhasil atau tidak berhasil tetap masuk dalam pertimbangan, 
seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Sungguminasa banyak 
perkara yang tidak berhasil bukan dikarenakan mediatornya gagal, tetapi 
beberapa pihak yang bersengketa bersikap masa bodoh dengan perkaranya 
sendiri sehingga sulit mendapatkan kata damai. 
Jenis mediasi pada Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah jenis 
mediasi dalam pengadilan yang menggunakan jasa hakim yang tidak 
memutus suatu perkara yang bersangkutan di pengadilan tersebut sebagai 
mediator yang di tunjuk oleh Majelis Hakim  dengan menggunakan model 
evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normatif yang 
bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan saran-saran 
kepada para pihak. 
Adapun hasil wawancara Penulis dengan Muhallis Mentja67 selaku Kepala 
Seksi Sengketa Konflik dan Perkara sebagai narasumber dari Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar menerangkan bahwa mediasi yang 
dilakukan oleh BPN belum sesuai dengan Perma No.1/2008 sekalipun 
Muhallis Mentja merupakan seorang mediator yang bersertifikat, hanya saja 
tidak dapat melakukan fungsi secara umum dikarenakan statusnya sebagai 
                                                          
67 Wawancara  dengan Muhallis Mentja, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara di Badan    
Pertanahan Nasional pada Tanggal 10 Juni 2015. 
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PNS (Pegawai Negeri Sipil). Muhallis Mentja tergabung dalam Persatuan 
Mediator Indonesia tetapi tidak dapat melaksanakan mediasi dengan penuh.  
BPN juga telah melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara 
mediasi. Hanya saja, hasilnya berbeda dengan Perma No.1/2008. Dalam 
Perma No.1/2008, seorang mediator membuat akte perdamaian. Tetapi, 
penyelesaian sengketa yang dilakukan BPN ada juga yang dilakukan secara 
nonlitigasi. Adapun upaya BPN dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah 
setiap sengketa yang diadukan dilakukan pengkajian sengketa pertanahan 
untuk mengetahui akar dan penyebab permasalahan. Selanjutnya dilakukan 
penanganan kasus sengketa tanah dengan meneliti data-data pengaduan 
dan data-data yang ada di kantor BPN untuk mempermudah penyelesaian 
sengketa. BPN juga melakukan penelitian ke lapangan untuk meneliti tanah 
yang menjadi objek sengketa. Selanjutnya pihak BPN yaitu bidang sengketa 
konflik dan perkara pertanahan dibawah koordinasi Kepala Kantor untuk  
melakukan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan data-data yang 
ada. Selanjutnya pihak BPN memanggil kedua belah pihak dan melakukan 
mediasi untuk mencapai kesepakatan. Apabila kedua belah pihak tidak dapat 
mencapai kesepakatan atau mediasi tidak berhasil, maka kedua belah pihak 
yang bersengketa harus menempuh jalur litigasi yang biasanya dilakukan di 
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, tergantung dari 
kasus sengketa yang terjadi. Tetapi sebagian besar kasus yang mediasinya 










PENGADILAN NEGERI  
 
1. Penyelesaian sengketa mengacu 
kepada Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No.3/2011. 
 
 
2. Ketika terjadi kesepakatan atau 
mediasi berhasil, maka pihak 
yang bersangkutan harus 






3. Jika akta perdamaian dibuat 
dihadapan Notaris, maka akta 
tersebut masih bisa digugat. 
 
1. Penyelesaian sengketa mengacu 





2. Ketika dimediasi oleh seorang 
mediator, maka pihak yang 
bersangkutan tidak perlu 
membuat akta kesepakatan di 
Notaris, karena yang 
bersangkutan langsung 
dibuatkan akta perdamaian oleh 
mediator. 
 
3. mediator tidak dapat digugat 
karena setelah membuat akta 
perdamaian, mediator 
mendaftarkan di pengadilan 
untuk meminta putusan dalam 
bentuk penetapan hakim. 
Sumber : Wawancara  dengan Muhallis Mentja, Kepala Seksi Sengketa 
Konflik dan Perkara di Badan Pertanahan Nasional pada 




Penetapan hakim sesuai dengan Perma No.1/2008, setelah 30 hari 
setelah didaftarkan sebuah perkara oleh mediator, maka hakim wajib 
memutuskan. Dan putusan tersebut bersifat final serta memiliki kekuatan 
hukum eksekutorial. Sedangkan yang dilakukan BPN tidak seperti itu. Jika 
tidak ada kesepakatan atau mediasi tidak berhasil maka pihak BPN 
mempersilahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan gugatan. 
Akan tetapi, jika mediasi berhasil, maka pihak BPN  hanya membuat berita 
acara kesepakatan yang dilanjutkan oleh pihak yang telah bersepakat untuk 
membuat akta perdamaian di Notaris. 
Beberapa masalah sengketa pertanahan yang terjadi, antara lain :68 
a. tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan 
permasalahan tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan menjadi 
permasalahan jamak yang ditemukan di daerah. Sebagai contoh, 
dalam sebuah bidang tanah terdapat 2 (dua) atau bahkan lebih pihak 
yang mengaku sebagai pemilik sah. Masing-masing pihak memiliki 
sertifikat atas tanah tersebut. 
b. pewarisan 
dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan 
kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri 
di lingkungan perdata, seperti masalah pembagian tanah warisan dan 
                                                          
68 Wawancara dengan Muhallis Mentja, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara di Badan 
Pertanahan Nasional pada Tanggal 10 Juni 2015. 
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pembagian warisan lain yang sering menimbulkan sengketa dalam 
lingkungan keluarga mereka sendiri. Sengketa waris dapat terjadi 
karena adanya perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari 
warisan. 
c. terkait dengan batas 
sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak 
yang telah ditetapkan oleh BPN maupun yang masih dalam proses 
penetapan batas. 
d. sertifikat pengganti 
adanya perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat 
hak atas tanah pengganti. 
e. akta jual beli palsu  
terjadinya perbedaan pendapat serta kepentingan mengenai suatu 






Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat 
memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut: 69   
1. mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan 
relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke 
pengadilan. 
2. mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka 
secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi 
bukan hanya pada hak-hak hukumnya. 
3. mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 
secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
4. mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya. 
5. mediasi memberi hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang 
bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. 
6. mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang 




                                                          





B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa 
Tanah melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yoga D.A Nugroho70 
bahwa dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu kendala dari 
proses mediasi. Kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:  
1. Faktor Para Pihak 
Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti 
oleh para pihak. Tidak mengikuti proses mediasi maka putusan akan batal 
demi hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi 
hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka. sehingga banyak pihak 
enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses 
litigasi. 
Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dilatar belakangi dengan faktor gengsi. Para pihak enggan 
untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak 
masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu 
merasa memiliki atas objek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah. 
                                                          
70 Wawancara dengan Yoga D.A. Nugroho, Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Kabupaten Gowa pada tanggal 10 Juni 2015. 
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Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga 
merupakan salah satu faktor penghambat dari sebuah mediasi. Kurangnya 
kesadaran salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar 
belakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut 
meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak 
yang bersengketa sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan 
secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk 
mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan maslaah yang menjadi 
objek sengketa. 
2. Kendala Dalam Mediator  
Berdasarkan ketentuan Perma No.1/2008 dipahami bahwa esensi dari 
mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dibantu 
oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah 
kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan 
dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing 
pihak yang dibantu oleh mediator. Pihak ketiga yang bertugas untuk 
melakukan mediasi  kepada para pihak bertindak netral dan tidak memihak 
kepada salah satu pihak. Mediator yang berpihak kepada salah satu pihak 
akan mengancam gagalnya mediasi. Karena seorang mediator berupaya 
menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. 
Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (skill) yang dapat 
membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.  
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Mediator yang dimaksud dalam Perma No.1/2008 ini adalah mediator 
yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian 
Penulis di Pengadilan Negeri Sungguminasa, tidak ada daftar mediator 
maupun mediator yang telah memiliki sertifikat mediator pada pengadilan 
tersebut sesuai dengan Pasal 5 angka (1) Perma No.1/2008 yang 
menjelaskan bahwa “kecuali keadaan sebagaimana Pasal 9 angka (3) dan 
Pasal 11 angka (6), setiap orang menjalankan fungsi mediator pada asasnya 
wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan 
yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 
MA RI”. 
Penulis berpendapat apabila dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada 
mediator yang bersertifikat, maka mediator yang bertugas di pengadilan 
dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada 
penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator 
bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi 
hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara sengketa tanah 
yang terjadi. 
3. Proses Mediasi Merupakan Hal Yang Baru 
Mediasi merupakan hal baru dalam proses penyelesaian sengketa 
perdata melalui pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Mediasi baru diterapkan secara efektif untuk seluruh Pengadilan Negeri sejak 
keluarnya Perma No.1/2008. Hal ini menjadi salah satu kendala masih 
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kurang efektifnya proses mediasi untuk mencapai perdamaian terhadap 
kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah. 
4. Kendala Dalam Proses Mediasi 
Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri 
Sungguminasan adalah sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan 
pemahaman kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan titik 























1. Implementasi Perma No.1/2008 di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
telah diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan 
tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri 
belum efektif dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa 
perdata, khususnya sengketa yang berkaitan dengan tanah. Apabila 
ditinjau dari  tujuan diterbitkannya Perma No.1/2008 yaitu untuk 
mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Hal ini disebabkan 
karena masih banyak perkara sengketa tanah yang gagal dimediasi. 
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala keberhasilan mediasi, yaitu faktor 
dari para pihak yang tidak ingin memulai suatu perdamaian, karena 
didasari oleh ego masing-masing. Mediator hanya berasal dari 
kalangan hakim, tidak ada mediator di luar hakim serta belum ada 
hakim mediator yang bersertifikat. Proses penyelesaian sengketa 
tanah melalui mediasi  merupakan hal baru yang baru diterapkan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa serta kendala para hakim mediator 







1. MA RI agar selalu mengadakan pelatihan dan pendidikan mediator 
terhadap proses mediasi kepada seluruh hakim yang ada di 
Pengadilan Negeri serta membentuk lembaga untuk pelatihan dan 
pendidikan mediator di setiap provinsi di seluruh Indonesia untuk 
mempermudah para hakim, sarjana hukum serta para praktisi untuk 
melakukan pelatihan dan pendidikan mediator serta mendapatkan 
sertifikat mediator. Setiap mediator di Pengadilan Negeri wajib 
mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang telah mendapat 
akreditasi dari MA dalam rangka mengoptimalkan proses mediasi.  
2. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat 
menyelesaikan perkara sengketa tanah melaului mediasi berdasarkan 
Perma No.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
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